BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan bahwa peraturan
hukum itu diterapkan dan ditegakan dengan harapan bahwa peraturan hukum
itu ditaati serta dilaksanakan. Upaya penegak hukum dalam menerapkan sanksi
terhadap pelanggaran undang-undang kekerantinaan, yaitu jika telah terjadi
suatu tindak pidana kekarantinaan kesehatan maka penegak hukum dapat
menerapkan suatu sanksi kepada si pelaku, tentu saja penerapan sanksi yang
dilakukan oleh penegak hukum harus sesuai dengan ketentuan hukum acara
pidana dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh
Kepolisian. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran undang-undang
kekarantiaan bertujuan akan membuat masyarakat takut untuk melakukan
pelanggaran terhadap undang-undang kekarantinaan, dan pemberian sanksi
juga bertujuan agar si pelaku yang telah diberikan sanksi pidana agar
mempunyai rasa penyesalan sehingga si pelaku tidak lagi melakukan
kejahatannya kembali, seperti pada amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Timur Nomor Register Perkara 226/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Tim dan putusan
Pengadilan ~ Negeri  Jakarta ~ Timur  Nomor  Register  Perkara
221/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Tim bahwa pelaku telah terbukti melakukan
pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan dijatuhi pidana baik pidana kurungan

dan pidana tambahan.
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2. Kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam hal menerapkan sanksi
pidana undang-undang kekarantinaan, kendala yang pertama dan yang utama
adalah rasio penegak hukum dengan masyarakat berbanding jauh, karena
jumlah penegak hukum yang terbatas dan mengingat jumlah massa yang banyak
maka Kepolisian tidak dapat berbuat banyak, terlebih jika Kepolisian
melakukan tindakan represif dengan melakukan tindakan pembubaran secara
paksa terhadap massa yang melanggar kekarantinaan kesehatan tetapi hal itu
tidak diakukan mengingat bahwa jumlah personal yang sedikit dibanding massa
yang hadir, sehingga Kepolisian pada saat itu hanya melakukan upaya persuasif
humanis, namun akibat dilakukannya upaya persuasif humanis berdampak pada
dicopotnya jabatan Kapolda Jawa Barat. Kendala yang dihadapi dalam
penegakan hukum terhadap pelanggaran kekarantinaan kesehatan adalah faktor
kesadaran masyarakat, semakin rendah kesadaran masyarakat terhadap suatu
peraturang perundang-undangan maka akan semakin besar pelanggaran yang
dilakukan oleh masyarakat, begitu juga sebaliknya semakin tinggi kesadasaran
masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan maka akan semakin
kecil pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, meskipun telah ada
himbauan dari penegak hukum untuk tidak melakukan kerumunan dan
keramaian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini Penulis dapat

memberikan saran sebagai berikut:
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1. Bagi masyarakat agar meningkatkan kesadaran bahwa ditengah pandemi
Covid-19 saat ini melakukan kegiatan dengan berkerumun dan menimbulkan
keramaian merupakan suatu pelanggaran hukum;

2. Bagi Pemerintah dan penegak hukum agar selalu mensosialisasikan dan
menghimbau kepada masyarakat bahwa ditengah pandemi Covid-19 saat ini
melakukan kegiatan dengan berkerumun dan menimbulkan keramaian dapat

dijatuhi hukuman pidana.
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